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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kata negara, kata tanah air dalam beberapa istilah bahasa Indonesia adalah
kata yang secara jelas mencerminkan kondisi fisik geografis Indonesia. Secara
lengkap Indonesia memiliki dua sisi cerminan tersebut dibanding negara lainnya,
karena Indonesia memiliki tanah air yang berupa pulau-pulau dan air yang meliputi
teluk, selat dan laut. Wilayah daratan saat ini terdiri dari beribu-ribu pulau lebih
kurang 17.506 dan sebanyak 11.801 pulau belum memiliki nama. Pulau-pulau
tersebut tersebar mulai dari Aceh di wilayah barat sampai Papua di wilayah timur
serta wilayah selatan mulai Jawa hingga Nusa Tenggara sampai mendekati gugusan
kepulauan Filipina di sebelah utara. Seluas 1,8 juta km’ dikelilingi oleh wilayah
perairan laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 6.1 juta km? atau 2/3 dari
luas wilayah yang ada.’

Wilayah Indonesia yang sangat luas tersebut, banyak mengandung beraneka
ragam kekayaan sumber daya alam, namun diakui sampai saat ini belum seluruh
sumber daya alam tersebut khususnya kekayaan wilayah lautnya belum ditata dan
dimanfaatkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus penyalahgunaan
fungsi terjadi di wilayah perairan Indonesia yang memerlukan perhatian dan

penanganan yang sungguh-sungguh. Misalnya, sebagai tempat pembuangan limbah

! WWW.Dephub.go.id, Wilayah Kepulauan Indonesia, Tgl 3 Maret 2007.
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Dan pencurian ikan oleh pihak asing, antara lain perampokan di laut,
kerawanan penyelundupan, pencurian ikan oleh kapal asing, imigran/TKI gelap,
konflik sosial, pelanggaran peraturan angkutan laut dan pencemaran lingkungan di
laut yang dengan mudah dapat dirusak oleh tindakan atau perbuatan yang tidak
bertanggung jawab. Hal ini nampak pada beberapa kejadian di perairan Selat Malaka
dan hampir pada seluruh peraiaran Indonesia seperti Selat Bangka, Selat Sunda, Laut
Jawa, Selat Makasar, Selat Lombok dan tempat-tempat lainnya.

Indonesia adalah negara maritim/negara kepulauan terbesar di dunia, sudah
sejak lama perairan kepulauan Indonesia dijadikan pelintasan pelayaran dunia dan
ramai dilalui kapal-kapal yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra
Hindia. Disamping itu perairan Indonesia selain sebagai penghubung antar kota dan
pulau, juga memiliki berbagai ragam kekayaan yang menjadi tumpuan harapan masa
depan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu sudah sepatutnya perlu diatur dan
dikelola secara profesional untuk kepentingan bangsa dan negara, dari aspek
pertahanan, keselamatan dan keamanannya terhadap pelayaran di wilayah perairan
Indonesia. Terganggunya atau terancamnya keamanan dan keselamatan di laut
beserta lingkungannya menyebabkan kehilangan kesempatan dalam meraih devisa
khususnya dari aktivitas transportasi laut karena keselamatan maritim sangat
mempengaruhi usaha pembangunan kelautan terutama aktivitas transportasi.

Dalam pasal 1 Undang-undang No.21 tentang Pelayaran menyatakan
bahwa:”Keamanan pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan

di perairan, kepelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.



kecelakaan tenggelamnya KMP. Lampung, KMP. Senopati Nusantara, KM. Tristar 1
Selanjutnya, yang paling sangat mengejutkan adalah? kejadian yang terjadi di
perairan Ambalat. Perairan Ambalat yang dimasuki oleh kapal berbendera negara
Malaysia yang melanggar wilayah perairan Indonesia. Perebutan blok Ambalat antara
Indonesia dengan Malaysia yang terjadi di perairan Sulawesi tentunya sangat
berpengaruh bagi keamanan dan kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia.

Kecelakaan-kecelakaan laut lain yang terjadi sebelumnya juga sudah sangat
banyak. Kerugian yang diderita sangat besar baik jiwa manusia mupun harta benda.
Tetapi perhatian terhadap kualitas jasa pelayanan, terutama aspek keselamatan masih
belum optimal. Selain itu perhatian terhadap faktor penyebab terjadinya kecelakaan
laut masih terabaikan, baik itu dari pihak perusahaan pelayaran, para pelaut maupun
dari pihak pemerintah.

Berkaitan dengan uraian diatas, dan agar Indonesia bisa menjamin keamanan
kapal berbendera asing yang melintas damai di perairan Indonesia serta perairan
Indonesia yang menjadi alur lintas damai internasional diakui, untuk itu maka perlu
meninjau kembali bagaimana sebenarnya pelaksanaan pola dan sistem penanganan
keamanan pelayaran di perairan Indonesia selama ini. Bahwa untuk tercapainya
kepentingan nasional dan keamanan nasional di laut. Untuk itu, perlu dirumuskan
langkah-langkah yang bersifat antisipatif melalui konsep dasar keamanan nasional
yang ideal dan dapat dipahami seluruh elemen bangsa yaitu “bahwa keamanan

nasional bukan milik dan tanggung jawab aparat atau pemerintah saja, melainkan

*Dikutip dari majalah”Forum”, Ambalat di Langgar Lagi, No. 44/13-19 Maret 2007, Him.62-66.




tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia”. Bahwa menciptakan keamanan nasional
khususnya keamanan pelayaran di laut diperlukan pendekatan yang komprehensif dan
integral serta menyangkut upaya dan usaha multisektoral yang melibatkan banyak
instansi. Karana itulah penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini kedalam suatu
skripsi yang berjudul :

“KEAMANAN PELAYARAN DI PERAIRAN INDONESIA BERDASAR

UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 1992 TENTANG PELAYARAN”

B. Permasalahan
Berdasarkan Uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut:
1. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum di perairan Indonesia menurut
Undang-undang No.21 tahun 1992 tentang Pelayaran?

2. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan dan

keamanan pelayaran menurut UU tersebut?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Ingin mengetahui bentuk penegakan hukum di peraiaran Indonesia menurut

Undang-undang No.21 tahun 1992 tentang pelayaran.




2. Untuk mengetahui, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga dan
keselamatan kapal-kapal nasional dan berbendera asing yang melintas damai
di perairan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu
pengetahuan di fakultas hukum khususnya mata kuliah Hukum Transportasi.

2. Secara praktis dapat memberikan sumbangan, khususnya bagi lembaga
penegakan hukum yang bergerak di bidang keamanan dan keselamatan di

perairan Indonesia

E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penelitian hukum ini adalah sebatas bentuk penegakan
dan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan
pelayaran di lihat dari Pasal 12-64 Undang-undang No.21 tahun 1992 Tentang

pelayaran.

F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif® yang bertujuan

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok

* Soerjono Soekamto,Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1998, him.12.




tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada
tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
2 Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, pendekatan yang
dilakukan adalah secara yurisdis normatif sebagai data utama dan dilengkapi dengan
dat empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data
skunder.* Yang diperoleh dari bahan-bahan, literatur dan Perundang-undangan.
3. Sunber Data.

1. Data skunder, mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, bahan hukum
skunder misalnya rancangan Undang-undang hasil penelitian, serta bahan
hukum tertier seperti kamus dan ensiklopedia untuk melengkapi data skunder
tersebut diatas, digunakan pula penelusuran pustaka secara elektronik. Dengan
menggunakan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Data primer, sebagai data pelengkap diperoleh langsung di lapangan dalam
hal ini, pejabat yang terkait yaitu pejabat di lingkungan Departemen
Perhubungan Jakarta.

4. Tekhnik Pengumpulan data

‘lgso;ng' Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta
, him.11. ,




Dalam penelitian hukum ini tehnik pengumpulan data yang digunakan
melalui:
1. Studi kepustakaan dengan cara, menelaah teori-teori melalui penelusuran
kepustakaan doktrin dan perundang-undangan.
2. Studi lapangan, diperoleh melalui wawancara secara terpimpin dengan pejabat

di lingkungan Departemen Perhunugan Jakarta.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan
baru kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan suatu bentuk
pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi
suatu data yang ringkas dan sistematis.’, selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan
hukum tersebut dikontruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut

dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

* Noeng muhadjir, Metodologi penelitian kualitatif, Y ogyakarta, 1998, Him. 29.
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